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Abstrak 

Pers dan kehidupan demokrasi ialah dua hal yang tak terpisahkan. Keberadaan pers 

memiliki peran yang krusial dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi 

kepada masyarakat, dan sebagai sarana kontrol sosial. Kebebasan pers tidak hanya 

diakui secara Internasional, namun tiap-tiap negara wajib memberikan 

perlindungan hukum terhadapnya. Urgensi dari penelitian ini dalam sudut pandang 

hukum tata negara ialah pers menjadi pilar keempat demokrasi (the fourth of estate). 

Persoalan ini dibahas guna mengetahui persamaan dan perbedaan ketetuan hukum 

pers antara Indonesia dan Australia serta untuk memperbaiki, memperbaharui, 

maupun menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum pers. Metode 

normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual 

serta analisis kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Terdapat dua aspek yang 

dianalisis pada penelitian ini adalah yang pertama perihal perbandingan ketentuan 

hukum tentang kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan teori sistem 

pers dan yang kedua perihal tolok ukur hukum positif yang baik dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi pers di Indonesia dan Australia. Hasil dari penelitian ini 

adalah ketentuan hukum pers Indonesia telah melindungi kebebasan pers daripada 

ketentuan hukum pers Australia yang cenderung belum melindungi kebebasan pers 

dan hukum positif Indonesia sudah memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum 

daripada hukum positif Australia yang cenderung belum memenuhi unsur-unsur 

perlindungan hukum. 

Kata Kunci : Kebebasan Pers, Perlindungan Hukum, Perbandingan, Indonesia, 

Australia. 


